
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasiil pembahasan yang penuliis lakukan pada mekaniisme pengelolaan 

barang siitaan dan barang rampasan negara dii kejaksaan tiinggii Sumatera Barat, 

maka diitariik kesiimpulan beriikut.  

Berdasarkan hasiil analiisa yang telah diilakukan pada kantor kejaksaan 

tiinggii Sumatera Barat, maka penuliis memukakan beberapa kesiimpulan antara 

laiin:  

1. Mekaniisme Pengelolaan barang siitaan dan barang rampasan dii 

Kejaksaan Tiinggii Sumatera Barat, Mekaniisme Pengelolaan barang 

siitaan terdapat beberapa cara yaiitu Pengelolaan barang siitaan, jangka 

waktu Pengelolaan barang siitaan, penggunaan barang siitaan, 

pemutasiian, penghapusan, pengeluaran, dan pelaporan. Sedangkan 

mekaniisme Pengelolaan barang rampasan yaiitu penetapan status 

pengguna, Pemiindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan. 

2. Pemanfaaatan barang siitaan dan barang rampasan negara dii 

Kejaksaan Tiinggii Sumatera Barat, pemanfaatan barang siitaan hanya 

biisa diimanfaatkan untuk buktii suatu kasus piidana maupun perdata, 

sedangkan pemanfaatan barang rampasan biisa diilakukan dengan cara 

pemiinjam kepada iinstansii terkaiit dengan melaluii periiziinan yang dii 

keluarkan oleh pengadiilan, pemanfaatan barang rampasan biisa dii 

hiibahkan dan diilelang 

3. Yang dapat memanfaaatkan barang siitaan dan barang rampasan 

negara dii Kejaksaan Tiinggii Sumatera Barat hanya iinstansii yang 

terakiit dalam melaksanakan tiindak piidana dan perdata, pemanfaatan 

barang siitaan dan barang rampasan tiidak lepas darii pengawasan 

mentrii keungan dan dii atur oleh peraturan mentrii kuangan. 

4. Piihak berwenang dalam Pengelolaan barang siitaan dan barang 

rampsan negara adalah Mentrii, KPK, Kejaksaan, dan Odiiturat.  



 

5.2 Saran 

Adapun yang  menjadii saran untuk penuliis dalam masalah mekaniisme 

pengelolaan barang siitaan dan barang rampasan negara dii kejaksaan tiinggii 

Sumatera Barat, maka penuliis memebriikan beberapa saran:  

1. Kejaksaan tiinggii Sumatera Barat harus melakukan sosiialiisaii tentang 

pengelolaan barang rampasan dan barang siitaan negara tersebut 

diikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mengenal pengelolan iitu, 

hal iitu dapat menyebabkan piihak kejaksaan terkendala dalam 

melakukan penyiidiikan untuk menemukan beberapa barang buktii.   

2. Sosiialiisii pengelolaan harus dii dampiing oleh piihak yang terdapat dalam 

kepengurusan pengelolaan tersebut agar dapat berjalan dengan baiik. 

3. Piihak seharus memberiitahu kepada masyarakat bahwasanya pelelanan 

dan hiibah masyarat dapat berpartiisiipasii dalam acara tersebut.  

4. Piihakn kejaksaan harus mengantiisiipasii agar barang rampasan tersebut 

tiidak diigunakan secara iillegal oleh piihak yang tiidak berwenang. 
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